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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Anak juga merupakan penerus generasi dan masa depan bangsa 

sehingga harus diawasi agar tidak terjerumus hal-hal menyimpang. Apabila 

terjerumus kedalam permasalah hukum, maka perlu pertangungjawaban 

hukum. Dalam proses hukumnya, anak diadili dengan Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Dalam menjalani proses hukumnya dan ditempatkan di 

lembaga penempatan khusus anak, memungkinkan untuk dapat timbul rasa 

bosan karena merasa tidak bebas untuk berekspresi, lalu melakukan hal-hal yang 

tidak diinginkan, salah satunya melarikan diri. Anak ROD merupakan salah satu 

anak pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), salah satu lembaga penempatan anak untuk 

sementara di Yogyakarta.  

Di dalam Pasal 32 UU SPPA,  menyebutkan bahwa penahanan yang 

dilakukan terhadap anak tidak dapat dilakukan jika anak memperoleh 

jaminan dari orang tua/wali  dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan 

melarikan diri, akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya 

yang dapat dilakukan apabila anak melarikan diri oleh salah pihak yang 

turut memberikan jaminan, dalam kasus ini Balai Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial  Remaja (BPRSR). Berdasarkan hasil wawancara, 

tanggung jawab dari BPRSR terhadap anak ROD yaitu BPRSR 

menggunakan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena 

belum ada peraturan yang mengatur mengenai anak yang melarikan diri, 
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yaitu BPRSR bersama dengan penyidik Kepolisian bersama-sama mencari 

anak ROD selama tiga hari berturut-turut dan pada hari ketujuh belum 

ditemukan, BPRSR mengembalikan dan menerbitkan Berita Acara 

Penyerahan kepada pihak yang menitipkan yaitu penyidik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran yakni 

diharapkan pemerintah dapat bersinergi dengan BPRSR membentuk 

pengaturan hukum lebih rinci mengenai anak yang melarikan diri saat masa 

penitipan. Hal ini dikarenakan, anak merupakan generasi penerus bangsa 

dan seharusnya diberikan perlindungan dan pengaturan hukum yang jelas 

mengenai anak. Bagi pihak penitip dan pihak yang menitip dalam  bersama-

sama bersinergi  berkoordinasi dan saling bekerja sama agar terciptanya 

keselarasan diantara kedua belah pihak. 
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